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TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Akuntanbilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, (Novita & Swendra, 2022). Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas. Proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi, (Mikael Edowai, 2021).
Menurut (Saihuddin, 2018) Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
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Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab.
Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah tindakan suatu lembaga atau perorangan pada manajemen keuangan berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan uang sesuai dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi dari berbagai elemen baik atasan maupun bawahan.
2.1.2 Tujuan Akuntabilitas

Menurut  (Liniarti,  2022)  Manajemen  pada	suatu  organisasi  harus

“accountabel” yang bertujuan untuk:

1) Menentukan tujuan yang tepat.

2) Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3) Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.

4) Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.
2.1.3 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan
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untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana, (Masyitah, 2021).
Indikator dari akuntabilitas financial adalah:

a. Integritas keuangan. Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi.
b. Pengungkapan. Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
c. Ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban.
2.1.4 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, (Novita & Swendra, 2022). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan pemerintah dari


pengurangan subsidi bahan bakar minyak kepada sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperolah layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka pihak sekolah dan orang tua terbantu untuk menjalankan pendidikan yang layak bagi anak, (Kompri, 2018).
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bahagian integral dari sistem keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program BOS tersebut diberikan kepada sekolah dalam bentuk dana. Dana BOS adalah dana Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah, yakni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Untuk mendukung program dana BOS, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BantuanOperasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021, (Masyitah, 2021).


2.1.5 Penerima, Besaran Alokasi dan Waktu Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 6 telah menjelaskan siapa saja yang berhak menerima dana BOS ini, target yang berhak menerimanya yaitu (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
a. SD;

b. SDLB;

c. SMP;

d. SMPLB;

e. SMA;

f. SMALB;

g. SLB; dan

h. SMK.

Besaran alokasi dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya 18
Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

a. Penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.
b. Penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler tahap III sebelumnya; dan


c. Penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler tahap I tahun anggaran berjalan. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia., 2023).
2.1.6 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan merupakan suatu usaha untuk mengatur agar mencapai tujuan, begitu pula dengan pengelolaan dana BOS. Menurut (Gunawan, 2021) pengeloaan merupakan suatu serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian pengelolaan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS merupakan serangkaian kegiatan untuk mengwujudkan program pemerintah wajib belajar 9 tahun dalam hal biaya pendidikan. Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) agar program dana BOS ini berjalan dengan efektif dan efesien.
2.1.7 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS merupakan suatu sistem yang digunakan oleh sekolah untuk mengelola sekolahnya agar tercapainya tujuan sekolah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 ayat (1), menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan pada tiga tingkat yaitu usia dini, tingkat dasar dan menengah harus berdasarkan standar dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
Menurut (Pratiwi, 2021) menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan pemberian wewenang kepada pihak yang terlibat langsung dengan


sekolah untuk mengatur pengelolaan sekolahnya sendiri yang bertujuan untuk memajukan sekolah. Model MBS yang baik adalah MBS yang terstruktur dalam suatu konsep sistem yang efektif dan efesien untuk mencapai tujuan pendidikan yang produktif.
2.1.8 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

(Pratiwi, 2021) menjelaskan bahwa program dana BOS memiliki tujuan untuk dapat mebiayai biaya pendidikan guna meringankan beban masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa tujuan dana BOS pada jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Kedua tingkat ini memiliki tujuan yang sama yaitu:
1) Meringankan pendanaan dalam biaya operasi nonpersonalia, akan tetapi masih ada pendanaan untuk biaya personalia dari dana BOS
2) Menghilangkan pemungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik;

3) Meminimalkan beban biaya sekolah bagi peserta didik; dan/atau Menghilangkan pungutan kepada pesesta didik yang orang tua/walinya tergolong kurang mampu.
4) Sasaran, Satuan Biaya dan Waktu Penyaluran.

2.1.9 Pertanggungjawaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 perlunya pertanggungjawaban dalam penggunaan dana BOS. Pertanggungjawaban untuk para pengguna langsung dana BOS yaitu pihak sekolah harus membuat pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolan pendidikan dan


ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.
Pembukuan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu Rencana Kegiatatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rencana penggunaan dana BOS yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, kemudian pembukuan yang lainnya yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah pembukuan yang terkait dengan segala transaksi dalam pengunaan dana BOS.Pertanggungjawaban lainnya yang harus dilakukan pihak sekolah yaitu pelaporan penggunaan dana BOS.
Dalam pelaporan pihak sekolah harus melakukan beberapa jenis laporan yaitu laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, laporan aset hasil dari penggunaan dana BOS, laporan ke Dinas Pendidikan dan yang terakhir adalah laporan online ke website BOS. Setelah pelaporan pihak sekolah harus melakukan transparansi dari penggunaan dana BOS, transparansi merupakan hal terakhir yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk memenuhi aturan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, (Nurhayati, 2023).
2.1.10 Pelaporan Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS)

Menurut (Kementrian Keuangan Republik Indonesia., 2023) Pelaporan Penggunaan Dana BOS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan


ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah. Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten atau Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS

Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten atau Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
3) Laporan Aset
Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh


sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan.
4) Laporan ke Dinas Pendidikan

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten atau Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus). Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS.
5) Laporan Online ke Laman BOS.

Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap tahap. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap tahap pada awal tahap berikutnya.
2.1.11 Komponen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut (Kemendiknas, 2015) Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS meliputi:
a. Penerimaan peserta didik baru;

b. Pengembangan kepustakaan;

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;

d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;


e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;

f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa;

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;

i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;

j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;

k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan

l. Pembayaran honor

2.1.12 Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut (Kementrian Keuangan Republik Indonesia., 2023) dalam pengelolaan Dana BOS kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:
a. Melakukan transfer dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
b. Membungakan untuk kepentingan pribadi;

c. Meminjamkan kepada pihak lain;
d. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
e. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;

g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

h. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan;


i. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
j. Membangun gedung atau ruangan baru;

k. Membeli instrumen investasi;

l. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas atau Kementerian; m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
m. Menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
n. Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan peralatan lainnya kepada satuan pendidikan atau peserta didik.
2.1.13 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

(Ningrum, 2022) mengatakan kualitas SDM adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generative, serta inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya. Menurut (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023) mendefenisikan kualitas SDM sebagai integrasi dari kemampuan fisik (kesehatan jasmani), dan kemampuan non fisik (profesionalitas  kerja,  kemampuan  berpikir,  keseimbangan  mental,  serta


keterampilan lainnya), dengan kemampuan fisik, dan fisik yang dimiliki tersebut, maka sebagai individu akan mampu untuk mengeluarkan potensi, beinovasi, dan bekerja dengan profesional. Menurut (Lutfiani et al., 2024) kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan professional.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM (sumber daya manusia) merupakan individu, atau karyawan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal, serta mampu memberi kontribusi positif pada perusahaan.
2.1.14 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sarana dan prasara yang meliputi hardware, software dan useware untuk memperoleh, mengelolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Nabila & Fitria Sari, 2024). Menurut (Deviyanti & Wati, 2022) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Menurut (Octavia et al., 2023) teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.


Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa hardware, software dan useware dimana kompenen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
2.1.15 Pengendalian Internal

Pengendalian intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengendalian lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, (Novrianti et al., 2022). Menurut (Maria et al., 2021) Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Sistem ini juga berfungsi untuk mengecek ketepatan, keakurasian, efektivitas, dan efisiensi dari proses bisnis. Menurut (Reny Arinda Ruhul Fitrios, 2022) adalah suatu proses yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen dan personil lainnya, pada suatu entitas, didesain untuk menyediakan penjaminan yang bertanggung jawab mengenai pencapaian tujuan hubungannya dengan operasional, laporan dan pencapaian tujuan.
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah proses pemantauan evaluasi oleh pimpinan dan


pegawai untuk memastikan ketetapan, keakurasian, efektifias dan efisiensi laporan dan pencapaian tujuan.
2.1.16 Transparansi

Menurut (Pusida et al., 2021) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Menurut (Anshar, 2023) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. (Mardiasmo, 2018) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.
Berdasarkan penjelasan tersebut transparansi adalah Transparansi adalah keadaan atau sifat yang jelas, nyata, dan terbuka.
2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik berupa objek, waktu dan variabel penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu dibawah ini merupakan bahan yang bisa dijadikan acuan oleh peneliti, antara lain:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	No
	Nama Penulis dan Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	(Novita	& Swendra, 2022)
	Analisis		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SDN	1	Bebalang	Bangli Tahun 2015
	Akuntabilitas	untuk pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan SD Negeri 1 Bebalang Bangli dalam mengelola dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan terbuka dan melibatkan banyak pihak, serta sudah sesuai dengan Juknis dana BOS tahun 2015.

	2
	(Reny	Arinda
Ruhul	Fitrios, 2022)
	The Influence Of Human Resource Competence, Community Participation And Internal Control System On Accountability Of Financial Management Of School	Operational Assistance Funds (BOS) In State High Schools And Vocational Schools In Pekanbaru City
	Kompetensi sumber daya manusia,	partisipasi masyarakat dan system pengendalian		internal
berpengaruh	terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

	3
	(Tutus	Julantika, Djoko Supatmoko, 2022)
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi
Kasus	SDN
Pringgowirawan 02 Jember)
	Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan di sini dilihat dari angka ratio yang ditunjukkan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.




	4
	(Cornelia	D. Matani, 2023)
	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Jayapura
	Pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyusutan, penghentian dan penghapusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi	pemerintah pernyataan   nomor   07
akuntansi aset tetap, tetapi untuk penghentian dan penghapusan asset tetap di dalam neraca belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.

	5
	(Nurhayati, 2023)
	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama
Di Kabupaten Kolaka Timur
	Faktor internal yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOS adalah kompetensi sumber daya manusia berupa pengetahuan tentang aturan dan konsep pengelolaan dana BOS, keterampilan menggunakan teknologi	informasi, kedisiplinan, serta integritas personal pengelola. Faktor eksternal berupa ketersedian teknologi		yang
mempengaruhi akuntabiitas pengelolaan dana BOS adalah teknologi komputer, aplikasi program yang mudah diterapkan, jaringan internet yang mendukung pelaporan secara online serta tersedianya	teknologi informasi   yang   dapat
dioperasikan	secara berkelanjutan.

	6
	(Ridwan	et	al., 2024)
	The Determinants of School Operational Assistance Fund Management
	Tata	kelola		yang			baik, penganggaran				berbasis kinerja dan kompetensi SDM Secara		parsial		memberikan bukti			empiris		adanya pengaruh		menguntungkan




	
	
	
	yang signifikan terhadap Pengelolaan dana BOS.

	7
	(Rika	Marlisa,
Raida	Fuadi, 2024)
	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh
	Sekolah berhasil menerapkan prinsip	akuntabilitas			ketika mereka		mengelola					dana Bantuan						Operasional Sekolah. Ini memberi sekolah tanggung				jawab				untuk mengelola		Dana	Bantuan Operasional			Sekolah				dan memungkinkan mereka untuk membuat							laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.


Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2024

Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian (Cornelia D. Matani, 2023) dengan judul Determinan Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Jaya Pura. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneltian terdahulu baik berupa objek, waktu dan variabel yang digunakan. Variabel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan sistem pengendalian internal, transparansi dan variabel Y nya adalah Akuntanbilitas. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 di UPT SPF SMP Negeri 1 Batang Kuis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti determinant yang mempengaruhi Akuntanbilitas, begitupula dengan yang akan diteleiti oleh peneliti yaitu Determinant yang mempengerahui akuntanbilitas.
2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini dapat dilihat hubungan antara variabel kualitas sumber daya


manusia, sistem informasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntanbilitas pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah pada UPT SPF SMP Negeri 1 Batang Kuis.
Akuntanbilitas (Y)
Transparansi (X4)
Sistem Pengendalian Internal
(X3)
Sistem Informasi (X2)
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
(X1)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. SDM yang berkualitas dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. Hal ini karena SDM yang berkualitas sudah memahami apa yang akan dikerjakan, sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Sistem informasi adalah sebuah sistem mengumpulkan, mencatat, memproses dan menyimpan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat suatu keputusan, Pemahaman akan adanya teknologi informasi telah menjadi pusat kepentingan seseorang yang bekerja di instansi


pemerintahan. Selain itu yang akan menjadi modal utama untuk bersaing di era globalisasi yaitu pengetahuan akan adanya teknologi informasi, sehingga sistem informasi ini berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan dana keuangan yang nantinya akan di kirim ke pusat. Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dirancang untuk dapat membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal- hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian/penyelewangan dana, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian internal ini sangat berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah pada UPT SPF SMP Negeri 1 Batang Kuis dan transparasi sebagai wujud nyata tata kelola yang baik dalam manajemen dana BOS mendukung adanya akuntabilitas.
2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019) Mengatakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Di katakan sementara, karna jawaban dan fakta-fakta empiris yang diproleh melalui pengumpulan data Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:


H1	:	Kualitas	Sumber	Daya	Manusia	(SDM)	Berpengaruh	Terhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
H2 : Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
H3 : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Tehrhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
H4 : Transparansi Berpengaruh Tehrhadap Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
